
ilenteri Perencanaan Pembangunan Nasional /

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kf,PUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGTJNAN NASIONAL/
IGPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMORKDP. 90 /M.WN/HK/O9/2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS
KXruTUSAN MENTXRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPAI-A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP,Z 9 /M.PPN / HK/ 03,'2O11

Tf,MANC
PEMBENTTIKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGENDAUAN

PENANGANAN BENCANA

Menginsat

MENTERI PDRENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KXPALA BADAN PERENCANAAN P}:MBANGUNAN NASIONAL,

dengan

N4er;mban8 a. bahwa senlakin meflinSkatnya kjadian benaana alam terutama Sempa
bunli berskala besar yang terjadi akhir-akhir inr, sepefii dl Jawa Earat

(7,6 SR) dan Sunutera Baral Can Jambi (7,o SR), yant drikuti beberapa

Sempa berskala kecil, banJir bandan8 di Kota Wasior, tsunani di
Kabupaten Kepulauarr Mentawai dan erupsi Gunung Merapi di DI.

Yogyakarta dan Jawa lbnsah, perlu dilakukan kegiatan koordinasi dalaIll

upaya-upaya penSendalian rehabilitasi dan rekollstruksi pasca bencana

dan koordinasi perencan,En pen8umilgan risiko bencana utltul
nlenlinimalisir berbagai kenrgian dampak bencana;

b. bahwa untuk nreningkatkan pelaksanaall koordinasi perencanaan rlar
pengendalian sebagaiillana dimaksud dai3m huruf a, I'e|lu nren.gubah

susunal keanLgotaan fil1l Koordiflasi Perencanaan dan Pengendalian

Penenganan Bencana;

c. bahwa pejabat dan pe8awai yafl8 lramen)'a tercantuln dalanl Lanrpiran

Keputusat ird dianSSap nlamp dan memenuht persyaratan untuk duduk
den melaksanakan tugas s€basai ailsgota Tim Koordinasi Perencanaan

dan Pengendalian f'enanganan Bercana;

l. Undang-Undang N"omor l0 Tahun 2010 tenia t Anggaran PenClpatan

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 201O Nonor 126, Tanlbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5167);

2. Keputusan Presiden r._o or 1Z Tal|11fi 2CO2 ientant ltlaksanaan
AnS8aran Pelldapatan dan Belanja Negar, (L€mba.an Negara Republik

Indonesia Tahun 20oz Nonror 73. Tambahan Lenlbaran N*egara Rep'rblik

Indonesia Nomor 4212) sel,aSaimana lelah bebefapa kali dlubah, tcrakhir
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Memerhatikan

MenetapI(.1l1

PERTAI,IA

K'DT]A

denSan Keputusan ft€siden Nomm 72 Tah:j]1 2OO4 (Lembaran Ne8as
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahafl Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Peraturan Prcsiden Nomor &z'lah1fii 2OO7 tenianS Badan Per€ncanaan
Pe11lballgunan Nasional;

4. Peratumn PFesiden Nomor 47 lahlll 2OOg tentang Penbentukan dan
Organisasi Kenlentedan NeSara;

5. Peratumn Menteri Negala Pelencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Penrbangunan Nasional Nomor PER.

OO4 /M.PPI{/O9/2OO7 tentanS Pedoman Pen)rusunan Rencana Anggaran
dan Biaya (RAB) Ke8iatan Kementerian Ne84ra Perencanaan

Pembanglrnan Nasional/Badan Perencanaall Pembanguun Nasioflal,
sebagaimana lelah bebeopa kali diubah, terakhir denSan Peraturan
Menteri Percncanaan PembanSunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembantunan Nasional Nomor 2 Tahun 20 I 1 ;

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perehcanaan Pembaflgunan Nasional Nomor PER.

oo5/M.PPN/"Io/2oo7 tentant organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
PembanSunan Nasional;

Gtutx Agrce ent antara Pemerintah Republik Indonesia den9an United
Nation| Development Ptogranne (UND0, Namor 00447810 untuk Proyek

Salet Conntuflities Thtough Disaster Risk Reduction (SCDRR) iit Developnent,
tanRqal 06 September 2007;

Mf,MUTUSKAN :

KEruTUSAN MENTERJ PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI/IGPAI-A
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBA}IAN

ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONA],/KIPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI

KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN

BENCANA.

Mengubah susunan keaaggotaan Ti1ll Koordinasi Perencanaan dan
Pengendalian Penaflganan Bencana, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi

P3E, dengan susunan keanggotaan s€bagainuna tercantum dalan Lampimn
Keputusan ini.

Biaya yang diperlukafl untuk pelaksanaan tusas Tim Koordinasi P3B

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja NeSara Kementerian

PPN/Bappenas Tahun AnBaran 2077 dan sumber pembiayaan lainnya sesuai

peraturan yant lrerlaklr.

KETIGA
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I(ETICA Keplltusan ini mulai berlakll sejak tsnggal ditetapkan, dan berlaku suflrt sejak

I Agustus 201I.

Ditetapkafl diJakarfa
padaTa\gE l 29 September 2011

MENTERI PEPJNCANAAN PEMBANGUNAN NASTONAI/
I4 rcPALA BADAN PERINCANAAN PEMBANGUNAN NASToNAL

// r-/,t'
ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan ini disampaikan kep4(bytL :

1. DirekturJenderal Anggaran dan Periftbangan Keuangan, Kementerian Keuan8an;

2. DirekturJenderal PerbendahaBan, Kenenterian KeuanSan;

3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kementerian KeLrangaan;

4. S€kretaris Kemenfe an PPN/Sekretads Utama Bappenas.

5. Inspektur Utafta, Bappeflas;

6. Kepala Biro Perencanaan, OrEanisasi dan Tata Laksana, Kenlenterian PPN/Bappenas;

7. Kepala Biro Hukunl, Kementerian PPN/Bappenas;

8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidan3 Pengenlbangan Regional dan Otonomi
Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;

9. Yang bersangkutafl.
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SUSUNAN KEANGGOTAIN
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TIM PENGARAH

Ketua

Anggota

B TIM PEI,AKSANA

Ketua

Sekrctaris
An8tota

C. TENAGA PENDUKUNG

Deputi EidanS Pengeflbaflgan Regional dan Otononi Daerah.

1. Deputi Bidang Samna dan PraMrana;
2. Deputi BidanS Sumber Daya Alam dan LinSkunSan Hidup;
3. Deputi Bidang Pendanaan Penlban8unan.

Dircktur Kawasan Khusus dan Daerah Tefiinggal.
Kasubdit KawaMn Rawan Bencana.
'1. Direktur Lirykungan Hidup;
2. DilE*tlrr Pengairan dan lrigasi;
3. Direllur Pendanaan Luar NeSeri Multilateral;
4. Ir. Rohmad Supriyadi, M.Si;
5. Drs. Sam$rl widodo, MA;
6. Ir. Hermani Wahab, M.Sc;
7. Drs. Sutiman M.Si;
8. Dr. Timbul Panjaitan, Badan Nasional Penang8ulangan

Bencana;

9. Togu Pardede, ST, MIDS;
10. Andri Nadi R. Mardinah, ST, M.Bus;
1 I . Rayi Paramita, SP;

l2.A8us Sutarman, Sf,, MAP, MDIS;
13. Shri Mulyaflto, S.Sos, MT, M.Sc.

1. Aruminirlgsih,S.Si;
2. Ade Nurani Sandarus;

3. Subarja;
4. Mira Berlian.

MENTTRI PERENCANAAN PDMBANGUNAN NASIONAL/
I xreau neoaN TTRENcANAAN pE ,TBANCUNAN NAsroNAL,

ARMIDA S. AUSJAHBANA
1r


